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ABSTRAK

Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi di Indonesia tergolong sangat memuaskan
dalam beberapa tahun terakhir, dikarekan lembaga Komisi Pemberantasan
Korupsi merupakan lembaga supervisi dalam melaksanakan tugasnya sehingga
dapat bekerja maksimal, akan tetapi terbentuknya Dewan Pengawas didalam
struktur Komisi Pemberantasan Korupsi dapat menjadi celah sebagai penghambat
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksanakan tugasnya. Tujuan penelitian
ini adalah untuk melihat pengaruh dewan pengawas terhadap kinerja Komisi
Pemberantasan Korupsi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif.
Hasil penelitian ini adalah dibentuknya Dewan Pengawas didalam struktur
lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi, dapat mempengaruhi kinerja lembaga
Komisi Pemberantasan Korupsi itu sendiri, melalui Pasal 12B, Pasal 37B dapat
mencederai kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi. Karena pada dasarnya
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga independen, dan dengan
munculnya Dewan Pengawas malah akan mempengaruhi proses projustitia,
karena dewan pengawas memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau
tidaknya terhadap proses penyadapan, penggeledahan, hingga penyitaan. Yang
pada Undang-Undang sebelumnya tidak diwajibkan untuk mengajukan
permohonan terkait kegiatan diatas ke pihak tertentu.

Kata Kunci: Pengawasan, Independensi, dan Dewan Pengawas



ABSTRACT

The performance of the Corruption Eradication Commission in Indonesia is quite
satisfactory in recent years, the institution of the Corruption Eradication
Commission is a supervision institution in carrying out its duties so that it can
work optimally, but the establishment of a Supervisory Board in the structure of
the Corruption Ervadication Commission can be a loophole as an obstacle to the
Corruption Eradication Commission in carrying out its duties. The purpose of this
study is to examine more about the supervisory board of this eradication
commission used by the author is normative research by reviewing the law as the
norm. The results of the research with the establishment of the Board of Trustees
within the structure of the Corruption Eradication Commission institutions, can
affect the performance of the institution of the Corruption Eradication
Commission itself. Because basically the Corruption Eradication Commission is
an independent institution, and with the emergence of the Board of Trustees will
instead affect the pro-justitia process.

Keyword: supervision, independence, supervisory board, performance.
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